
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimaml t lah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang omor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang .. Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Da (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 567Q); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5094); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. 

a. bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya masyarakat 
untuk ikut serta penanganan bencana, pemeliharaan 
ketentraman dan ketertiban umum serta sosial 
kemasyarakatan; 

b. bahwa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan 
penegakan perda serta perlindungan masyarakat merupakan 
pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib 
bagi Pemerintahan Daerah; 

BUPATIKARANGANYAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

BUPATIKARANGANYAR 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR I ffi TAHUN 2017 

Mengingat 

Menimbang 

'. 

M enim bang

M engingat

BUPATI KARANGANYAR
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR f  & TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

a. bahw a perlindungan  m asy arak a t m eru p ak an  up ay a  m asy arak a t
u n tu k  ik u t se rta  p en an g an an  bencana, pem eliharaan  
k e ten tram an  d an  ke tertiban  um um  se rta  sosial
k em asy a rak a tan ;

b. bahw a pem eliharaan  k e ten tram an  dan  ke tertiban  u m u m  d an  
penegakan  perda  se rta  perlindungan  m asy arak a t m eru p ak an  
pelayanan  d a sa r  sebagai b e n tu k  u ru sa n  p em erin tahan  wajib 
bagi P em erin tahan  D aerah;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
dal am  h u ru f  a  dan  b, m aka  perlu  m ene tapkan  P e ra tu ran  
B upati ten tan g  Penyelenggaraan Perlindungan M asyarakat.

1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tan g  P em ben tukan  
D aerah -daerah  K abupaten  dalam  L ingkungan Provinsi Ja w a  
Tengah;

2. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  
D aerah  ( Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 
Nomor 244, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587), sebagaim ana  te lah  d iubah  beberapa  kali te rak h ir 
dengan  U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g  
P e ru b ah an  K edua a ta s  U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 
ten tan g  Pem erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 5 8 , T am bahan  L em baran Negara 
R epublik Indonesia  Nomor 5679);

3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  P em ben tukan  
P e ra tu ran  P erundang -undangan  ( L em baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5234);

4. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 6 T ahun  2010 ten tan g  S a tu an  
Polisi Pam ong Praja  (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2010 Nomor 9, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5094);



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Karanganyar. 
6. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah 

pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat. 
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis 

dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan 
serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan 
bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, 
serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban 
masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 

8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Satlinmas adalah organisasi yang di bentuk oleh Pemerintah 
Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang 
disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk 
melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi 
dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara 
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan 
sosial kemasyarakatan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENYELENGGARAAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam 
Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 ten tang 
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang 
Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pertahanan Sipil di Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangayar Tahun 2016 Nomor 16). 

r 
I 

M enetapkan :

5. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 10 T ahun  2009 ten tang  
P enugasan  S a tu an  Perlindungan  M asyarakat D alam  
P enanganan  K etentram an, K etertiban dan  K eam anan 
Penyelenggaraan Pem ilihan Um um .

6. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 84 T ahun  2014 ten tan g  
Penyelenggaraan Perlindungan  M asyarakat;

7. K epu tusan  M enteri D alam  Negeri Nomor 1 T ahun  1977 ten tan g  
S tru k tu r  d an  T ata Kerja O rganisasi P ertah an an  Sipil di D aerah;

8. P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 11 T ahun  
2015 ten tan g  Lem baga K em asyarakatan  D esa (Lem baran 
D aerah K abupaten  K aranganyar T ah u n  2015 Nomor 11);

9. P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 16 
T ahun  2016 ten tan g  P em ben tukan  dan  S u su n a n  Perangkat 
D aerah  K abupaten  K aranganyar (Lem baran D aerah  K abupaten  
K arangayar T ahun  2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
D alam  P e ra tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :
1. D aerah  ad a lah  K abupaten  K aranganyar.
2. Pem erin tah  D aerah  ad a lah  B upati d an  Perangkat D aerah  sebagai 

u n s u r  penyelenggara Pem erin tah  D aerah.
3. B upati ad a lah  B upati K aranganyar.
4. Sekretaris D aerah  adalah  S ekretaris D aerah K abupaten  

K aranganyar.
5. Kepala S a tu an  ad a lah  Kepala S a tu an  Polisi Pam ong Praja  

K abupaten  K aranganyar.
6. Penyelenggaraan Perlindungan  M asyarakat adalah  

pengorgan isasian  d an  pem berdayaan  Perlindungan  M asyarakat.
7. P erlindungan  M asyarakat adalah  su a tu  keadaan  d inam is 

d im ana  w arga m asy arak a t d isiapkan  dan  dibekali p en getahuan  
se rta  ke tram pilan  u n tu k  m elaksanakan  keg iatan  p en an g an an  
b en can a  g una  m engurangi dan  m em perkecil ak ib a t bencana, 
se rta  ik u t m em elihara  keam anan , k e ten tram an  d an  ketertiban  
m asyarakat, kegiatan  sosial kem asyaraka tan .

8. S a tu an  Perlindungan  M asyarakat yang se lan ju tnya  d isebu t 
Satlinm as ad a lah  organisasi yang  di ben tu k  oleh Pem erin tah  
D esa /K elu rah an  d an  beranggo takan  w arga m asy arak a t yang 
d isiapkan  d an  dibekali pen g etah u an  serta  ke tram pilan  u n tu k  
m elak san ak an  keg iatan  p en an g an an  b en can a  gu n a  m engurangi 
d an  m em perkecil ak iba t bencana, se rta  ik u t m em elihara  
keam anan , k e ten tram an  dan  ketertiban  m asyarakat, kegiatan 
sosial kem asyaraka tan .



Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi 
anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

( 1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah 
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

(2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan pengorganisasian dan 
pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 2 

BAB II 
PENGORGANISASIAN 

Bagian Kesatu 
Um um 

9. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia 
yang memenuhi persyaratan dan sukarela turut serta dalam 
kegiatan perlindungan masyarakat. 

10. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya di sebut Satpol PP, 
adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan 
Penyelenggaraan Ketertiban Um um dan Ketentraman 
Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. 

11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten/ Kota 

12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari 
Bupati / Walikota untuk menangani sebuah urusan otonomi 
daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Dearah 
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. 

14. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan. 

15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat 
setempat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

16. Kepala Desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain 
merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

9. Anggota Satlinm as adalah  W arga Negara Republik Indonesia  
yang m em enuhi p e rsyara tan  dan  sukare la  tu ru t  se rta  dalam  
kegiatan  perlindungan  m asyarakat.

10. S a tu an  Polisi Pam ong Praja, yang se lan ju tnya  di seb u t Satpol PP, 
ad a lah  bagian perangkat daerah  dalam  penegakan  Perda d an  
Penyelenggaraan K etertiban Um um  d an  K eten tram an 
M asyarakat se rta  m enyelenggarakan Perlindungan M asyarakat.

11. K ecam atan adalah  w ilayah kerja  C am at sebagai Perangkat 
D aerah  K ab u p a ten / Kota

12. C am at ad a lah  pem im pin d an  koordinator penyelenggaraan 
pem erin tah an  di w ilayah kerja  kecam atan  yang dalam  
p e lak san aan  tu gasnya  m em peroleh pelim pahan  w ew enang dari 
B upati /  W alikota u n tu k  m enangan i seb u ah  u ru sa n  otonom i 
daerah , d an  m enyelenggarakan tu g as um um  pem erin tahan .

13. K elurahan  ad a lah  w ilayah kerja  L urah  sebagai pe rangka t D earah  
K abupaten /K o ta  dalam  w ilayah kerja  kecam atan .

14. Kepala K elurahan  adalah  pem im pin d an  koord inator 
penyelenggaraan p em erin tahan  di wilayah kerja  ke lu rahan .

15. D esa ad a lah  desa  d an  desa  a d a t a ta u  yang d iseb u t dengan  n am a  
lain, se lan ju tnya  d iseb u t Desa, adalah  k e sa tu a n  m asy arak a t 
h u k u m  yang m em iliki b a ta s  w ilayah yang berw enang u n tu k  
m enga tu r d an  m engurus u ru sa n  pem erin tahan , kepentingan  
m asy arak a t se tem pat b e rd asa rk an  p ra k a rsa  m asy arak a t 
se tem pat, h ak  asa l u su l, d a n /a ta u  h ak  trad isional yang  d iaku i 
d an  d ihorm ati dalam  sistem  pem erin tah an  Negara K esatuan  
Republik Indonesia.

16. Kepala D esa /D esa  a d a t a ta u  yang d isebu t dengan  n am a  lain 
m eru p ak an  kepala  P em erin tahan  D esa /D esa  A dat yang 
m em im pin penyelenggaraan  Pem erin tahan  Desa.

BAB II
PEN GO RGANIS ASIAN 

Bagian K esatu
Um um

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan  m asy arak a t di D aerah
d ilak san ak an  oleh Kepala S a tu an  Polisi Pam ong Praja.

(2) Penyelenggaraan perlindungan  m asy arak a t sebagaim ana
d im aksud  pad a  aya t (1) d ilakukan  dengan  pengorgan isasian  dan  
pem berdayaan  m asyarakat.

B agian K edua 
P ersyara tan

Pasal 3

Pengorganisasian  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 ayat (2)
d ilakukan  dengan  m erek ru t w arga m asy arak a t u n tu k  m enjadi
anggota S atlinm as di D esa dan  K elurahan  oleh Kepala D esa /L u rah .



(1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 
(enam puluh) tahun atau diberhentikan. 

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
c. pindah domisili; 
d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan; 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Masa Keanggotaan 

( 1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Praja. 

(2) Pelantikan sebagai dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
pembacaan Sumpah Janji Satlinmas. 

(3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan 
Keputusan Bupati atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

Pasal 6 

(1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di 
Desa/ Kelurahan. 

(2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga. 

Pasal 5 

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. warga Negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
d. berumur sekurung-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau 

sudah menikah; 
e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/ atau sederajat; 
f. sehatjasmani dan rohani; 
g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan 
h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara 

sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan 
perlindungan masyarakat. 

Pasal 4 Pasal 4

P erek ru tan  anggota Satlinm as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 
d ilakukan  te rh ad ap  m asy arak a t yang m em enuhi p e rsy ara tan  sebagai 
b e r ik u t :
a. w arga Negara Indonesia;
b. bertaqw a kepada  T uhan  Yang M aha Esa;
c. se tia  kepada  P ancasila  dan  U ndang-undang  D asar Negara Republik 

Indonesia  T ah u n  1945;
d. b e ru m u r seku ru n g -k u ran g n y a  18 (delapan belas) ta h u n  d a n /a ta u  

su d a h  m enikah;
e. jen jan g  Pendid ikan  M inimal SLTP d a n /a ta u  sederajat;
f. seh a t ja sm a n i d an  rohani;
g. bertem pat tinggal di w ilayah D esa /K elu rah an  setem pat; d an
h. bersed ia  m em buat p e rn y a taan  m enjadi anggota Satlinm as secara  

su k are la  d an  kesanggupan  u n tu k  ak tif da lam  keg iatan  
perlindungan  m asyarakat.

Pasal 5

(1) Kepala D esa /L u rah  m erek ru t calon anggota  S atlinm as di 
D esa / K elurahan.

(2) P erek ru tan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ilakukan  
secara  su k are la  d an  te rb u k a  bagi se lu ru h  warga.

Pasal 6

W arga m asy arak a t yang  te lah  m em enuhi p ersy ara tan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 4 d ite tapkan  sebagai Satlinm as dengan  
K epu tusan  B upati a ta s  u su l Kepala S a tu an  Polisi Pam ong Praja.

Pasal 7

(1) Anggota Satlinm as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 6 
d ilan tik  oleh Kepala S a tu an  Polisi Praja.

(2) P elan tikan  sebagai d im aksud  p ad a  ayat (1) d iserta i dengan  
pem bacaan  S um pah  Ja n ji Satlinm as.

(3) S um pah  Ja n ji  S atlinm as sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) 
te rcan tu m  dalam  lam piran  yang m eru p ak an  bagian  yang  tak  
te rp isah k an  dari P e ra tu ran  B upati ini.

Bagian Ketiga 
M asa K eanggotaan

Pasal 8

(1) M asa keanggotaan  S atlinm as berakh ir sam pai dengan  u s ia  60 
(enam  puluh) ta h u n  a ta u  d iberhen tikan .

(2) D iberhen tikan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) karena:
a. m eninggal dunia;
b. m en g u n d u rk an  diri a ta s  p e rm in taan  sendiri;
c. p in d ah  domisili;
d. tidak  lagi m em enuhi p ersy ara tan  keseha tan ;



Satlinmas mempunyai tugas: 
a. membantu dalam penanggulangan bencana; 
b. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; 
c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; 
d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan 

dalam penyelenggaraan pemilu; 
e. membantu upaya pertahanan negara. 

Pasal 11 

Bagian Kesatu 
Tu gas 

BAB III 
TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN 

(1) Anggota Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
merupakan perwakilan dari Linmas Desa/Kalurahan dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Kepala 
Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Linmas. 

(2) Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disamping 
menjalankan tugasnya sebagai anggota Linmas juga berfungsi 
untuk membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja 
dibidang keamanan, ketentraman,dan ketertiban masyarakat 
serta fungsi koordinasi. 

(3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 
a. sebagai sarana mempercepat informasi dari Satuan Polisi 

Pamong Praja ke desa/kelurahan atau sebaliknya; 
b. sebagai sarana deteksi dini dan lapor dini tentang situasi 

keamanan, ketertiban umum, ketertiban masyarakat, 
kelinmasan, dan kebancanaan di Daerah; 

c. sebagai sarana mempercepat instruksi ke Daerah. 

Pasal 10 

Dalam rangka fungsi koordinasi, kelinmasan dan kebencanaan 
dibentuk Satlinmas Inti. 

Pasal 9 

Bagian Keempat 
Pembentukan Linmas Inti 

e. melakukan perbuatan tercela; atau 
f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

e. m elakukan  p e rb u a tan  tercela; a ta u
f. m elakukan  tin d ak  p idana  yang telah m em peroleh k ek u a tan  

h u k u m  tetap .

Bagian Keem pat 
Pem ben tukan  L inm as Inti

Pasal 9

D alam  rangka  fungsi koordinasi, ke linm asan  d an  kebencanaan  
d ib en tu k  Satlinm as Inti.

Pasal 10

(1) Anggota Satlinm as Inti sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 9 
m eru p ak an  perw akilan dari L inm as D esa /K alu rah an  d an  
d ite tapkan  dengan  K epu tusan  B upati, a ta s  u su l Kepala 
D esa /L u rah  se laku  Kepala S a tu an  Linmas.

(2) Satlinm as Inti sebagaim ana d im aksud  pada  Pasal 9 d isam ping 
m en ja lankan  tu g asn y a  sebagai anggota L inm as ju g a  berfungsi 
u n tu k  m em ban tu  tu g as-tu g as  S a tu an  Polisi Pam ong Praja 
d ibidang keam anan , k e ten tram an ,d an  ke te rtiban  m asy arak a t 
se rta  fungsi koordinasi.

(3) Fungsi koordinasi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) adalah:
a. sebagai sa ra n a  m em percepat inform asi dari S a tu an  Polisi 

Pam ong Praja ke d e sa /k e lu ra h a n  a ta u  sebaliknya;
b. sebagai sa ra n a  deteksi dini d an  lapor dini ten tan g  s itu as i 

keam an an , ke te rtiban  um um , ke tertiban  m asyarakat, 
ke linm asan , d an  k eb an can aan  di D aerah;

c. sebagai sa ra n a  m em percepat in s tru k si ke D aerah.

BAB III
TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian K esatu 
Tugas

Pasal 11

S atlinm as m em punyai tugas:
a. m em b an tu  dalam  penanggu langan  bencana;
b. m em b an tu  keam anan , ke ten tram an , d an  ke tertiban  m asyarakat;
c. m em ban tu  dalam  kegiatan  sosial kem asyaraka tan ;
d. m em b an tu  p en an g an an  k e ten tram an , ke te rtiban  d an  k eam an an  

dalam  penyelenggaraan  pem ilu;
e. m em ban tu  upaya  p e rta h a n a n  negara.



Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana disebut 
dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas, meliputi: 
a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap 

segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, 
ketentraman, dan ketertiban masyarakat; 

b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap 
berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan 
ketertiban masyarakat; 

c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan 
mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat 
mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, 
ketentraman, dan ketertiban masyarakat; 

Pasal 16 

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan. 

Pasal 15 

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
membawahi 5 (lima) regu yang terdiri: 
a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini; 
b. Regu Pengamanan; 
c. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran; 
d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan 
e. Regu Dapur Umum. 

Pasal 14 

(1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) 
huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. 

(2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 
ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan. 

(3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) 
huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas. 

(4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, 
paling sedikit 10 (sepuluh) orang. 

Pasal 13 

(1) Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri dari: 
a. Kepala Satuan; 
b. Kepala Satuan Tugas; 
c. Komandan Regu; dan 
d.Anggota. 

(2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Desa/ Lurah. · 

(3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 Pasal 12

(1) Satlinm as sebagaim ana d im aksud  Pasal 11, terdiri dari:
a. Kepala S a tuan ;
b. Kepala S a tu an  Tugas;
c. K om andan Regu; dan
d. Anggota.

(2) Satlinm as b e rk ed u d u k an  dibaw ah dan  bertanggung  jaw ab  
langsung  kepada  Kepala D esa /L u rah .

(3) S u su n a n  organ isasi Satlinm as sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 
(1) te rcan tu m  dalam  L am piran yang  m eru p ak an  bag ian  tidak  
te rp isah k an  dari P e ra tu ran  B upati ini.

Pasal 13

(1) Kepala S a tu an  sebagaim ana  d im aksud  dalam  p asa l 12 ay a t (1) 
h u ru f  a, secara  ex-officio d ijaba t oleh Kepala D esa /L u rah .

(2) Kepala S a tu an  Tugas sebagaim ana d im aksud  dalam  p asa l 12 
ayat (1) h u ru f  b, d itu n ju k  oleh Kepala S a tuan .

(3) K om andan Regu sebagaim ana d im aksud  dalam  p asa l 12 ayat (1) 
h u ru f  c, d itu n ju k  oleh Kepala S a tu an  Tugas.

(4) Anggota sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 12 ayat (1) h u ru f  d, 
paling sedik it 10 (sepuluh) orang.

Pasal 14

Kepala S a tu an  T ugas sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 13 ayat (2) 
m em baw ahi 5 (lima) regu yang terdiri:
a. Regu K esiapsiagaan d an  K ew aspadaan Dini;
b. Regu Pengam anan;
c. Regu Pertolongan Pertam a Pada K orban dan  K ebakaran;
d. Regu Penyelam atan  d an  Evakuasi; d an
e. Regu D apur Umum.

Pasal 15

Ju m la h  Regu sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 14, d isesu a ik an  
dengan  k e b u tu h a n  m asing-m asing  D esa /K elu rahan .

Pasal 16

Regu K esiapsiagaan d an  K ew aspadaan Dini sebagaim ana  d isebu t 
dalam  Pasal 14 h u ru f  a, m em punyai tugas, m eliputi:
a. m elakukan  up ay a  kesiapsiagaan  d an  peringa tan  dini te rh ad ap  

segala b e n tu k  an cam an  b en can a  d a n  gangguan keam anan , 
k e ten tram an , d an  ke te rtiban  m asyarakat;

b. m enginform asikan  d an  m elaporkan  segala s itu as i yang  dianggap 
berpo tensi b en can a  d an  gangguan  keam anan , k e ten tram an , dan  
ke tertiban  m asyarakat;

c. m enjaring, m enam pung, m engkoordinasikan , dan  
m engkom unikasikan  d a ta  d an  inform asi dari m asy arak a t 
m engenai potensi b en can a  d an  gangguan keam anan , 
k e ten tram an , d an  ke tertiban  m asyarakat;



Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf d, mempunyai tugas meliputi: 
a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada Korban akibat 

bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban 
masyarakat. 

b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana 
dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban 
masyarakat. 

Pasal 19 

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas meliputi: 
a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi 

akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan 
ketertiban masyarakat; 

b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran; 
c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan 

pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, 
ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan 

d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi 
darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan 
gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; 

Pasal 18 

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, 
mempunyai tugas meliputi: 
a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk 

ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan 
ketertiban masyarakat; 

b. meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi 
bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban 
masyarakat; 

c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan 
distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan 
keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; 

d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, 
korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan 
keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan 

e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi 
darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan 
gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. 

Pasal 17 

d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah 
lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, 
dan ketertiban ke wilayah aman; dan 

e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi 
darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan 
gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. 

d. m elakukan  evakuasi te rh ad ap  w arga m asy arak a t dari w ilayah 
lokasi terjad i bencana  dan  gangguan keam anan , ke ten tram an , 
d an  ke te rtiban  ke w ilayah am an; dan

e. m elakukan  rehabilitasi, re lokasi, rekonsiliasi d an  rek o n stru k si 
d a ru ra t p ad a  fasilitas u m u m  yang ru sa k  ak ib a t b en can a  d an  
gangguan keam anan , k e ten tram an , d an  ke tertiban  m asyarakat.

Pasal 17

Regu P engam anan  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 14 h u ru f  b,
m em punyai tu g as  m eliputi:
a. m elakukan  p e m an tau an  d an  m ew aspadai segala b en tu k  

an cam an  b en can a  d an  gangguan keam anan , k e ten tram an , d an  
ke tertiban  m asyarakat;

b. m em inim alkan d a n /a ta u  m encegah segala b en tu k  potensi 
b en can a  d an  gangguan  keam anan , ke ten tram an , d an  ketertiban  
m asyarakat;

c. m elakukan  pengam anan  ja lu r  penyelam atan , evakuasi dan  
d istribusi b a n tu a n  bagi ko rban  bencana  d an  gangguan 
keam anan , k e ten tram an , d an  ke te rtiban  m asyarakat;

d. m elakukan  p en d a taan  d an  m elaporkan ju m lah  pengungsi, 
ko rban  d an  kerug ian  m ateri ak ib a t bencana  d an  gangguan 
keam an an , ke ten tram an , d an  ke tertiban  m asyarakat; d an

e. m elakukan  rehab ilitasi, relokasi, rekonsiliasi, d an  rek o n stru k s i 
d a ru ra t p ad a  fasilitas u m u m  yang  ru sa k  ak ib a t b en can a  d an  
gangguan keam anan , k e ten tram an , d an  ke tertiban  um um .

Pasal 18

Regu Pertolongan P ertam a Pada Korban d an  K ebakaran  sebagaim ana
d im aksud  dalam  Pasal 14 h u ru f  c, m em punyai tu g as  m eliputi:
a. m em berikan  perto longan p e rtam a  p a d a  ko rban  d an  pengungsi 

ak ib a t b en can a  d an  gangguan keam anan , k e ten tram an , dan  
ke tertiban  m asyarakat;

b. m em berikan  perto longan pe rtam a  pad a  kebakaran ;
c. m elakukan  p en d ek a tan  psikologis te rh ad ap  p a ra  ko rban  d an  

pengungsi ak ib a t b en can a  d an  gangguan keam anan , 
k e ten tram an , d an  ke te rtiban  m asyarakat; d an

d. m elakukan  rehab ilitasi, relokasi, rekonsiliasi d an  rek o n stru k s i 
d a ru ra t p ad a  fasilitas u m u m  yang ru sa k  ak ib a t b en can a  dan  
gangguan keam anan , k e ten tram an , d an  ke tertiban  m asyarakat;

Pasal 19

Regu Penyelam atan  d an  E vakuasi sebagaim ana d im aksud  dalam
Pasal 14 h u ru f  d, m em punyai tu g as  m eliputi:
a. m elakukan  pencarian  d an  penyelam atan  p ad a  K orban ak ib a t 

b en can a  d an  gangguan keam an an , k e ten tram an , d an  ketertiban  
m asyarakat.

b. m em berikan  pertolongan p ertam a p ad a  ko rban  ak ib a t bencana  
d an  gangguan  keam anan , k e ten tram an , d an  ke tertiban  
m asyarakat.



Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban: 
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi 

manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang 
di masyarakat; 

b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji 
Satlinmas; 

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban 
masyarakat; dan 

d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut 
diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat. 

Pasal 22 

Anggota Satlinmas, mempunyai hak: 
a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan; 
b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas; 
c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas 

operasional; 
d. mendapatkan biaya operasioanal dalam menunjang 

pelaksanaan tugas; 
e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas; 
f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi 

selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun 
dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam 
Negeri; dan 

g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas. 

Pasal 21 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban 

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, 
mempunyai tugas meliputi; 
a. mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau 

para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, 
ketentraman, dan ketertiban masyarakat; 

b. membuat dan/ atau mendirikan dapur umum bagi korban atau 
para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, 
ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan 

c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsilisasi dan rekonstruksi 
darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan 
gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. 

Pasal 20 

c. melakukan evaluasi korban akibat bencana dan gangguan 
keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju 
lokasi aman bencana; dan 

d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi 
darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan 
gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. 

c. m elakukan  evaluasi korban  ak ib a t bencana  d an  gangguan 
keam anan , ke ten tram an , d an  ketertiban  m asy arak a t m enu ju  
lokasi am an  bencana; dan

d. m elakukan  rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi d an  rek o n stru k si 
d a ru ra t p ad a  fasilitas u m u m  yang ru sa k  ak ib a t b en can a  d an  
gangguan keam anan , k e ten tram an , d a n  ke tertiban  m asyarakat.

Pasal 20

Regu D apu r U m um  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 14 h u ru f  e,
m em punyai tu g as  m eliputi;
a. m end irikan  te n d a /te m p a t tinggal sem en tara  bagi ko rban  a ta u  

p a ra  pengungsi ak iba t b en can a  d an  gangguan  keam anan , 
k e ten tram an , d an  ke te rtiban  m asyarakat;

b. m em buat d a n /a ta u  m end irikan  d a p u r  um um  bagi ko rban  a ta u  
p a ra  pengungsi ak ib a t b en can a  d an  gangguan  keam anan , 
k e ten tram an , d an  ke te rtiban  m asyarakat; d an

c. m elakukan  rehab ilitasi, relokasi, rekonsilisasi dan  rek o n stru k s i 
d a ru ra t p ad a  fasilitas u m u m  yang ru sa k  ak iba t b en can a  d an  
gangguan  keam anan , k e ten tram an , d an  ketertiban  m asyarakat.

B agian K edua 
Hak d an  Kewajiban

Pasal 21

Anggota Satlinm as, m em punyai hak:
a. m en d ap a tk an  pendid ikan  d an  pela tihan ;
b. m en d ap a tk an  k a rtu  ta n d a  anggota Satlinm as;
c. m en d ap a tk an  fasilitas, sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  pen u n jan g  tu g as  

operasional;
d. m en d ap a tk an  biaya operasioanal dalam  m enunjang  

p e lak san aan  tugas;
e. m en d ap a tk an  sa n tu n a n  apab ila  te ijad i kecelakaan  tugas;
f. m en d ap a tk an  piagam  penghargaan  bagi yang  te lah  m engabdi 

se lam a 10 (sepuluh) ta h u n  dari B upati, 20 (dua puluh) ta h u n  
dari G ubernur, d an  30 (tiga puluh) ta h u n  dari M enteri D alam  
Negeri; d an

g. m engikuti keg iatan  yang b e rh u b u n g an  dengan  tugas.

Pasal 22

Anggota Satlinm as, m em punyai kewajiban:
a. m en jun jung  tinggi norm a huk u m , norm a agam a, h a k  asas i 

m an u sia , d an  no rm a sosial la innya yang  h id u p  d an  berkem bang 
di m asyarakat;

b. m en taa ti d isiplin  d an  berpegang teguh  p ad a  S um pah  Ja n ji 
Satlinm as;

c. m em b an tu  m enyelesaikan  perse lisihan  w arga m asy arak a t yang  
d a p a t m engganggu keam an an , k e ten tram an , d an  ketertiban  
m asyarakat; dan

d. m elaporkan  seca ra  berjen jang  apab ila  d item ukan  a ta u  p a tu t  
d iduga ad an y a  gangguan perlindungan  m asyarakat.



( 1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan 
pakaian seragam. 

(2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi 
dengan: 
a. Atribut; 
b.Perlengkapan;dan 
c. Peralatan operasional. 

(3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri : 
a. Topi lapangan dari kain berwarna hijau; 
b. Baret warna hijau dengan emblem Linmas; 
c. Badge Linmas; 
d. Badge Lambang Daerah; 
e. Tanda Satuan (Linmas); 
f. Kopel/ikat pinggang; 
g. Drah reem; 
h. Sepatu PDL. 

(4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
terdiri: 
a. Kartu Tanda Anggota; 
b. Pentungan; 
c. Senter. 

Pasal 26 

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan 
menyiapkan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan. 

Pasal 25 

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, di Daerah 
diselenggarakan oleh Kepala Satuan Palisi Pamong Praja. 

Pasal 24 

( 1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk 
meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas. 

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan: 
a. pendidikan dan pelatihan; 
b. peningkatan peran serta dan prakarsa; 
c. peningkatan kesiapsiagaan; 
d. penanganan tanggap darurat; 
e. pengendalian dan operasi; dan 
f. pembekalan. 

Pasal 23 

BAB IV 
PEMBERDAYMN 

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 23

(1) Pem berdayaan  anggota Satlinm as d ilakukan  u n tu k  
m eningkatkan  k ap asita s  anggota Satlinm as.

(2) Pem berdayaan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ilakukan  
m elalui kegiatan:
a. pend id ikan  d an  pela tihan ;
b. pen ingka tan  p e ran  se rta  d an  p rakarsa ;
c. pen ingkatan  kesiapsiagaan ;
d. p en an g an an  tanggap  d a ru ra t;
e. pengendalian  d an  operasi; dan
f. pem bekalan.

Pasal 24

Pem berdayaan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 23, di D aerah  
d iselenggarakan  oleh Kepala S a tu an  Polisi Pam ong Praja.

Pasal 25

Pem berdayaan anggota Satlinm as d ap a t d ilakukan  dengan  
m enyiapkan  posko Satlinm as di tiap -tiap  D esa /K elu rahan .

Pasal 26

(1) Anggota S a tlinm as dalam  m elak san ak an  tu g asn y a  m engenakan  
p ak a ian  seragam .

(2) Pakaian  seragam  sebagaim ana  d im aksud  ayat (1) dilengkapi 
dengan  :
a. A tribut;
b. Perlengkapan; d an
c. P era la tan  operasional.

(3) A tribut sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  a, terdiri :
a. Topi lapangan  dari ka in  berw arna  hijau;
b. B aret w a m a  h ijau  dengan  em blem  Linmas;
c. Badge Linm as;
d. Badge Lam bang D aerah;
e. T anda  S a tu an  (Linmas);
f. K opel/ika t pinggang;
g. D rah reem ;
h. S epa tu  PDL.

(4) Perlengkapan sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  b, 
te rd i r i :
a. K artu  T anda Anggota;
b. P en tungan;
c. Senter.



Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini 
diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan 
dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini 
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

Pasal 30 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 29 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

( 1) Kepala Desa/ Kelurahan melalui Camat menyampaikan laporan 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati 
dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

(2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Bupati 
menyampaikan la po ran penyelenggaraan perlindungan 
masyarakat kepada Gubemur. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) dilakukan 
secara berkala setiap 6 bulan dan/ atau sewaktu-waktu 
diperlukan. 

Pasal28 

BAB VI 
PELAPORAN 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Bupati melakukan 
fasilitasi dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan 
perlindungan masyarakat di Daerah. 

Pasal 27 

BABV 
PEMBINAAN 

(5) Peralatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, terdiri : 
a. Alat Komunikasi; 
b. Kendaraan operasional. 

' . 

(5) P erala tan  O perasional sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) 
h u ru f  c, terd iri :
a. Alat Kom unikasi;
b. K endaraan  operasional.

BAB V 
PEMBINAAN

Pasal 27

Kepala S a tu an  Polisi Pam ong Praja  a ta s  n am a B upati m elakukan  
fasilitasi d an  pem binaan  tekn is operasional penyelenggaraan 
perlindungan  m asy arak a t di D aerah.

BAB VI 
PELAPORAN

Pasal 28

(1) Kepala D esa /K elu rah an  m elalui C am at m enyam paikan  laporan  
penyelenggaraan  perlindungan  m asy arak a t kepada  B upati 
dengan  tem b u san  Kepala S a tu an  Polisi Pam ong Praja.

(2) Kepala S a tu an  Polisi Pam ong Praja a ta s  n a m a  B upati 
m enyam paikan  laporan  penyelenggaraan perlindungan  
m asy arak a t kepada  G ubem ur.

(3) Laporan sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d an  (2) d ilakukan  
secara  berkala  se tiap  6 b u lan  d a n /a ta u  sew aktu-w aktu  
d iperlukan .

BAB VII 
PEMBIAYAAN

Pasal 29

P en d an aan  u n tu k  penyelenggaraan perlindungan  m asy arak a t 
d ibebankan  p ad a  A nggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah  dan  
S um ber d a n a  lain  yang sah  d an  tidak  m engikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 30

Anggota S atlinm as yang  telah  d ib en tu k  sebelum  P e ra tu ran  B upati ini 
d iundangkan , te tap  d iaku i k eb eradaannya  dan  h a ra s  m enyesuaikan  
dengan  p ersy ara tan  sebagaim ana  d ia tu r  dalam  P e ra tu ran  B upati ini 
paling lam bat 2 (dua) ta h u n  se jak  P e ra tu ran  B upati ini d iundangkan .



KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2017 NOMOR /(J 

Diundangkan di Kar~ianyar 
pada tanggal I<-( T ~· "l()(j 

EN KARANGANYAR, 

Ditetapkan di Karanianyar 
pada tanggal, 1 '1 ;~ • Zd7J 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 31 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

' .. 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  
P e ra tu ran  B upati ini dengan  penem patannya  dalam  B erita D aerah  
K abupaten  K aranganyar.

D itetapkan  di K aranganyar 
pad a  tanggal, / V



3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan 
kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang 
teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. 

2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
meminimalkan dan/ atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan 
yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat. 

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan 
Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam 
memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara. 

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS 

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS 

LAMPI RAN 
PERATURANBUPATIKARANGANYAR 
NOMOR ti TAHUN 2017 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

.. 

.. 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR f g  TAHUN 2017 
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota S a tu an  Perlindungan M asyarakat ad a lah  w arga Negara K esatuan  
Republik Indonesia  yang  bertaqw a kepada  T uhan  Yang M aha E sa  d an  berazaskan  
Pancasila  dengan  p en u h  k esad a ran  m engem ban h a k  d an  kew ajiban dalam  
m em berikan  perlindungan  kepada  m asy arak a t d an  m elakukan  pem belaan  Negara.

2. Kami anggota S a tu an  Perlindungan  M asyarakat ad a lah  w arga Negara K esatuan  
Republik Indonesia  yang siap  m em ban tu  pem erin tah  d an  pem erin tah  d aerah  dalam  
m em inim alkan d a n /a ta u  m encegah segala b en tu k  po tensi b en can a  d an  gangguan 
yang m engancam  keam anan , ke ten teram an , se rta  ke te rtiban  m asyarakat.

3. Kami anggota S a tu an  Perlindungan M asyarakat ad a lah  w arga Negara K esatuan  
Republik Indonesia  yang dalam  m elaksanakan  tu g as  selalu  m engu tam akan  
kepen tingan  nasional d ia ta s  kepentingan  pribad i d an  golongan dengan  m em egang 
teguh  disiplin, p a tu h  d an  ta a t  kepada h u k u m  yang berlaku.



BUf AT-I- ~NGANYAR, 
/ 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG I PRAJA KABUPATEN I KOTA 

I CAMAT I 

KEP ALA DESAIKELURAHAN 

KEP ALA SATLINMAS 

KEPALA SATUAN TUGAS 

DANRU DANRU 
KESIAPSIAGAAN & DANRU PERTOLONGAN DANRU DANRU DAPUR 

KEWASPADAAN PENGAMANAN PERTAMA PADA PENYELAMATAN UMUM 
DINI KORBAN & DAN EVAKUASI 

KEBAKARAN 

I 
I I I I I I I I I I 

ANG ANG ANG ANG ANG ANG ANG ANG ANG ANG 
SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 

LINMAS LINMAS LINMAS LIN MAS LINMAS LINMAS LINMAS LINMAS LINMAS LINMAS 

B. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS 

..... 
1 '! ., 

B. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS

K E P A L A  S A T U A N  P O L I S I  P A M O N G  

P R A J A  K A B U P A T E N  /  K O T A

A N G

S A T

L I N M A S

A N G

S A T

L I N M A S

A N G

S A T

L I N M A S

A N G

S A T

L I N M A S

A N G

S A T

L I N M A S

A N G

S A T

L I N M A S

A N G

S A T

L I N M A S

A N G

S A T

L I N M A S

BUPATI KARANGANYAR,

DANRU DAPUR 
UMUM

A N G  A N G

S A T  S A T

L I N M A S  L I N M A S


